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NOMOR  7  TAHUN  2015 
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAJALENGKA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan perencanaan 
pembangunan daerah Tahun 2016 yang transparan, 

renponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna 

terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang 
baik sesuai Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

2014-2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 2016;  

  b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2016, 
merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Majalengka dalam menyusun program pembangunan 
yang akan dilaksanakan pada tahun 2016; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai 

ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Majalengka Tahun 2016. 

 

Mengingat…2 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8.Undang-Undang….3 
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  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

  11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4578); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

15.Peraturan…4 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4737); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4815); 

   
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4817); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103); 
 

  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5         
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN)    Tahun 2010-2014; 
 
 

 
23.Peraturan….5 
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23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025; 

 
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60  

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 137); 

 

  25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 
Keuangan, Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M 
PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010, 

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2010-2014; 
 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 
 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah; 

 
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 

 
31. Peraturan Menteri … 6 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 422); 
 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 508); 
 

  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 45); 
 
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 60) sebagimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 

Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi  Jawa  Barat  
Tahun  2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 88); 

 
   35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 
 

  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22          
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 
21); 
 

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor  54  Tahun 
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah 

Tahun 2015 Nomor 54, Seri E ); 
 

38.Peraturan…7 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2      
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka  Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 
 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12     

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 
 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2       
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 
2); 
 

 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8); 

 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2011 Nomor 11); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2012 Nomor 3); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1      

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2014 Nomor 4, Noreg Peraturan 
Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat 

(166/2014). 
 

MEMUTUSKAN ….8 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN 
MAJALENGKA TAHUN 2016. 

   

  Pasal 1 
 

 

  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Majalengka Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
   

 

  Pasal 2 
 
 
 

  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Majalengka Tahun 2016 adalah sebagai penentu Arah 

dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di 
Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2016, dengan 
tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana 

secara berdaya guna dan berhasil guna. 
 
 

  Pasal 3 
 
 

  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten dan  Badan Usaha Milik Daerah di 
Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka 
Tahun 2016 sebagai acuan dalam menyusun rencana 
berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 
masing-masing. 

 
  Pasal 4 

 
  Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Majalengka Tahun 2016 pada pelaksanaannya akan 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan 
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan. 

 

  Pasal 5 
 

  Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan 
pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan, 
maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 
dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan. 
 

   
Pasal 6....9 
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Pasal 6 

 
  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

 
 

Ditetapkan di Majalengka 
pada Tanggal 27 Mei 2015 

 

 BUPATI MAJALENGKA, 
 

 Cap/Ttd 
 
 SUTRISNO 
 
Diundangkan di Majalengka 
pada Tanggal 27 Mei 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN MAJALENGKA, 
 
 

                   Cap/Ttd 
 
 ADE RACHMAT ALI 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR  7 

 
 Salinan sesuai dengan 

Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA 

 
 

 

 GUN GUN M.D., S.H., M.Pd 
NIP. 19680327 199603 1 003 

  


